BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR /pp TAHUN 2023

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, perlu  menetapkan Peraturan
Bupati tentang Struktur Oraganisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Kaur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4266);




Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

Peraturan  Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,
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Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas
Sosial Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan
Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah,
urusan pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang
Perindustrian.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor 13/PERM.KUKM/X/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota;



20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1440);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
Peraturan Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1349);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100-441 Tahun 2010 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;



Menetapkan

29,

30.

Peraturan Bupati Kaur Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 25
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020
Nomor 1);

Peraturan Bupati Kaur Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69
Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur
Tahun 2022 Nomor 1050).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG SUSUNAN STRUKTUR

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

a.

o

B oo

5o o

Kabupaten adalah Kabupaten Kaur.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
Bupati adalah Bupati Kaur.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaur.

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur.

Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah
Unit Pelaksanan Teknis dalam Dinas/Badan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB
adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu.



BAB XL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 387
Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2022 Nomor 466) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 92 Tahun 2022 tentang
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 1096) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 388
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada panggal 70 7wl 2023
Pit. B TI KAUR,

é HERLIAN MUCHRIM

Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 7/ . 7ul/ 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR : V4



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI

LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : /pD
TANGGAL :

SEKRETARIAT DAERAH

—

g

1. STAF AHLI BIDANG

2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEU.
3. STAF AHLI BIDANG KEMASYARA

PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK

ANGAN DAN PEMBANGUNAN

10 FUl" 2023

KATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

FUNGSIONAL

L

Plt. Bx‘l KAUR,
é. HER}A UCHRIM

Kfll\agM]’OK ASISTEN PEMERINTAHAN
FUNGQ&?}\I{\{M DAN KESE‘!AHTERAAN ASISTEN PEREKONOMIAN ASISTEN ADMINISTRASI
. RAKYAT DAN PEMBANGUNAN UMUM
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN {
— ; AN PROTOKOL
SMERINT, KESEJAHTERAA - g BAGIAN .
PEMERINTAHAN il :IEM N BAGIAN HUKUM PEREKONOMIAN DAN BA(}I:;Q?;’SEE/&{AS[ PENGADAAN BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI DAN KOMUNIKASI
r SUMBER DAYA ALAM ) ! BARANG DAN JASA PIMPINAN
KELOMPOK KELOMPOK
i SLOMPO BAT : ) < ; )
F(}Jr:\(}? A FUNGSIS[I\:N M RELOT UL oA AR KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KE "O'\w P?qK KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN
ySIONAL . FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL JABATA FUNGSIONAL FUNGSIONAL PROTOKOL

P

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

L ———



STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

|

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR © 0D
TANGGAL LD gY 2033

BAGIAN UMUM

BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN UMUM

[

BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

l

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Q Plt. BYPATI KAUl}[

iih | g 4 HERLIA\ MUCHRIM




STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 70D
TANGGAL L0 gYU 2023
INSPEKTORAT DAERAH
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
BUBBAGIANDMUN, KELOMPOK JABATAN
PERENCANAAN DAN FUNGSIONAL
KEUANGAN
INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT
PEMBANTU I PEMBANTU II PEMBANTU III PEMBANTU IV
| l I l
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

(Pengawas Pemerintah dan Auditor)

(Pengawas Pemerintah dan Auditor)

(Pengawas Pemerintah dan Auditor)

(Pengawas Pemerintah dan Auditor)

Q Plt. BURATI KAUR

% f HERLIANWIUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR  : o0
TANGGAL /0 Fule 203
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ] ]
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN KELOMPOK
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN JABATAN
DAN KEUANGAN FUNGSIONAL
I I I ]
BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN BlgﬁﬁiEﬁgfl\fgx&AN BlDﬁggRiEzsﬁﬁ?ggﬁggl;{SDA’ BIDANG PENELITIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KEWILAYAHAN PENGEMBANGAN
DAERAH
| I I I
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
3 Pit. BNPATI KAUR

UPTD

/Q é HERLIAN MUCHRIM




LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR © 00
TANGGAL 70 Fudy 2023
BADAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
1
KELOMPO
FUNGggﬁéTAN r SEKRETARIAT
S S e e I —
NN A iy ey
-.-. SUBBAGIAN KELOMPOK JABATAN
SR N e .

BIDANG PENDAPATAN BIDANG

PERBENDAHARAAN

BIDANG ANGGARAN

1

BIDANG ASET

BIDANG AKUNTANSI
DAN PELAPORAN

; "
SUBBIDANG BELAN A SUBBIDANG ANALIS]S TS PERENCANAAN DAN
ANGGARAN SrvAT Last PENGAD
SUBBIDANG S
T PoNAANGAN Dt SUBBIDANG SUBBIDANG || PEMANFAATAN DAN
TENAGIHAN pAD PERENCANAAN | PELAPORAN PENGAMANAN ASET
oK JABATAN N| T K JABATAN
KELO KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATA PAAMPOK J
FUNGSIONT. Flm)gslic‘)jgifTAN FUNGSIONAL | FUNGSIONAL L FUNQSIONAL

l UPTD

T1 KAUR,

% HERLIAN WWUCHRIM

“-

; Q Pit. B



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAUR
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR Y
TANGGAL 10 7W 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
1
| SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN l
FUNGSIONAL
[ 1
SUBBAGIAN UMUM DAN PER;’S?E?SAIQND AN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN RGN FUNGSIONAL
I |
BIDANG MUTASI, BIDANG
KEPANGKATAN, PENGEMBANGAN
PENGADAAN, APARATUR, PENILAIAN
PEMBERHENTIAN DAN KINERJA DAN
INFORMASI PENGHARGAAN
| |
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

Plt. BURATI KAUR,

A%P <6HERLIAN UCHRIM




STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KAUR

-

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

]

SEKRETARIAT

[

SUBBAGIAN TATA
USAHA

r

BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL
BUDAYA, AGAMA

l

BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

NOMOR  : /00
TANGGAL : 70 Zubs 2023

Pit. BUPATI KAUR,

A

%HERLIA MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR  : /00
TANGGAL : /0 s 2023

BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL l
SUBBAGIAN TATA USAHA
l I il
BIDANG REHABILITASI DAN BIDANG KEDARURATAN BIDANG PENCEGAHAN
REKONSTRUKSI DAN LOGISTIK DAN KESIAPSIAGAAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD

¢QP1t. PATI KAUR/
/%HERLIAN UCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

LAMPIRA I: PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR  : 700
TANGGAL : /2 Fuds 2023
DINAS SOSIAL
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN |
FUNGSIONAL | 1
SUBBAGIAN UMUM Kﬁ‘gjﬁ%}{
DAN KEPEGAWAIAN Mmoo
| [ | |
BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN BIDANG
PERLINDUNGAN DAN BIDANGSSES;&‘EBILITASI DAN KELEMBAGAAN PENANGANAN FAKIR
JAMINAN SOSIAL SOSIAL MISKIN
| | | [
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD

D Pit. BWVPATI KAUR,

% |

ré.HERLIA MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS

LINGKUNGAN HIDUP

MPIRAN X

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR

/00

TANGGAL : /p  pulke 2023

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN KELOMPOK
gfﬁiﬁg}z‘g@ﬁx PERENCANAAN DAN JABATAN
KEUANGAN FUNGSIONAL
| | | |
oo | [ e romoan TORCTECED  [oEm
IN
LINGKUNGAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 BB RAN 101 P
[ | [ [
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

D Plt. BUPATI KAUR

/g éHERLIA MUCHRIM




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAMPIRAN X! PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR L JOD

TANGGAL : /2 Fuly 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN
|
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN I
FUNGSIONAL [ I
SUBBAGIAN TATA KELOMPOK JABATAN
USAHA FUNGSIONAL
| | | |
BIDANG PEMBINAAN PAUD
BIDANG PEMBINAAN BIDANG PEMBINAAN
DAN PENDIDIKAN NON | PENDIOIAN DARAR BIDANG KEBUDAYAAN i KETENAGAAN
FORMAL
|
KELOMPOK JABATAN SEKSI PENDIDIK DAN
SEKSI KURIKULUM DAN SEKSI KURIKULUM DAN FUNGSIONAL TENAGA KEPENDIDIKAN
- PENILAIAN - PENILAIAN H PAUD DAN PENDIDIKAN
NON FORMAL
SEKSI KELEMBAGAAN SEKSI PENDIDIK DAN
SEKS?\IRI%I;?II‘,‘R?S%RA“ “N‘ L)AN DAN SARANA TENAGA KEPENDIDIKAN
i M PRASARANA - PENDIDIKAN DASAR
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
8 FUNGSIONAL s FUNGSIONAL i FUNGSIONAL
g Plt. BUPATI KAUR,
UPTD

% c6.HERLIA MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR  : s00
TANGGAL : /p zue 2023
SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN I
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN UMUM DAN Heity
G PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

B&igm?g:ﬁb‘ BIDANG KETERTIBAN UMUM BIDANG PENEGAKAN

~ ot inieci by - DAN KETENTRAMAN _|PERATURAN PERUNDANG-
MASYARAKAT MASYARAKAT UNDANGAN DAERAH
SEKSI KEWASPADAAN DINI SEKSI OPERASI,
| | DAN PERLINDUNGAN | PENGENDALIAN DAN | SExiEfgf‘gﬁsmANm LrL]
MASYARAKAT KERJASAMA
SEKSI BIMBINGAN
PENYULUHAN DAN SEKSI HUBUNGAN
—  PENINGKATAN SUMBER | SEKSI KETERTIBAN UMUM < ANTAR LEMBAGA
DAYA MANUSIA

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

= FUNGSIONAL = FUNGSIONAL = FUNGSIONAL

UPTD

x Plt. BUPATI KAUR,

/% HERLIAN CHRIM



STRUKTUR DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NOMOR : 220

LAMPIRAN XI' PERATURAN BUPATI KAUR

TANGGAL : /0 W A3
DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL 1
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN
BIDANG PENCEGAHAN BIDANG PEMADAMAN DAN BIDANG SARANA DAN
H PENYELAMATAN r PRASARANA

SEKSI PENCEGAHAN
DAN INSPEKSI

SEKSI PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI PEMADAMAN DAN
INVESTIGASI

SEKSI PENYELAMATAN DAN
EVAKUASI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

SEKSI PENGADAAN
SARANA DAN
PRASARANA

S EKST PEMELIHARAA
DAN PERAWATAN
SARANA DAN

___PRASARANA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

) Plt. BBPATI KAUR

A

 HERLIAN NUCHRIM




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG LAMPIRAN XV  PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 700
TANGGAL : 91'4 20 2023

DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PERSSEEI?S&ND AN SUBBAGIAN UMUM DAN| |KELOMPOK JABATAN
FUN
| e | KEPEGAWAIAN UNGSIONAL
| | [ | |
BIDANG SUMBER DAYA AIR BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA BIDANG JASA KONSTRUKSI BIDANR%Z%ATAAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

4 Plt. BUPATI KAUR,

K

f HERLIA UCHRIM



UPTD

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN LAMPIRAN XVI
NOMOR
DINAS KESEHATAN
]
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
l |
SUBBAGIAN PERENCANAAN SUBBAGIAN UMUM | | KELOMPOK JABATAN
DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
[ | i

BIDANG KESEHATAN %ﬁﬁ‘l&?ﬁgﬁgﬁﬁiﬁ“ BIDANG PELAYANAN DAN

MASYARAKAT NS SUMBER DAYA KESEHATAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

Q Plt. BUPATI KAUR,

/ég cé HERLIAN\MUCHRIM

PERATURAN BUPATI KAUR
Y
TANGGAL : » g20c RDRZ



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 10D
TANGGAL 10 FuLi 2023
DINAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, STATISTIK
DAN PERSANDIAN
|
[ SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
| 1
SUBBAGIAN UMUM DAN PES;EBNBCAAGI\JIQEN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN FUNGSIONAL

| | 1
BIDANG KOMUNIKASI BIDANG
DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN BIDA’;S;&?;%?&“ RAN
PUBLIK E-GOVERNMENT
| | |
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

» Plt. BUPATI KAUR

/@ f HERLIAN MUCHRIM




STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : /op
TANGGAL : /) geli 2R3

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
I 1
SUBBAGIAN SUBBAGIAN KELOMPOK
PERENCANAAN DAN UMUM DAN JABATAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

BIDANG PENGELOLAAN
BIDANG FASILITASI BIDANG FASILITASI INFORMASI ADMINISTRASI
PENDAFTARAN PENDUDUK PENCATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN DAN
PEMANFAATAN DATA
| | Il
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

g Pit. BUPATI KAUR,

l HERLIAW MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : /00

TANGGAL : 70 7‘% 2093

DINAS PERTANIAN

|
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL - [ —
SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
[ | | | |
BIDANG PRASARANA DAN BIDANG TANAMAN PANGAN BIDANG PETERNAKAN DAN BIDAN SUNAN —
SARANA PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KESEHATAN HEWAN G PERKE B ENYULUHAN
| 1 | | |
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD

amt. BUOPATI KAUR, /
j % HERLIAMMUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR
TANGGAL 10 Juki 2033
DINAS
PERIKANAN
IR SEKRETARIAT
JABATAN ]
FUNGSIONAL | |
SUR BAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
I I
BIDANG PENGUATAN
BIDANG PERIKANAN BIDANG PERIKANAN DAYA SAING PRODUK
BUDIDAYA TANGKAP KELAUTAN DAN
PERIKANAN
| I l
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
‘ﬂ Plt. BUPATI KAUR,
UPTD

/?

6 'HERLIA

UCHRIM




DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : /oo

TANGGAL: /p 71" tle 20272
DINAS PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKRETARIAT
|
KELOMPOK JABATAN l —l
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN SURRBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
[ | I
BIDANG BINA BIDANG PEMBANGUNAN DAN
PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBE:}[\)I/\?gSNTI\IS II?XI“;:; AN
DESA/KELURAHAN DESA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

j Plt. BUPATI KAUR,

4

HERLIAN MUOCHRIM




LAMPIRAN XXiI PERATURAN BUPATI KAUR

EMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAUR
NOMOR : 100

STRUKTUR DINAS P
TANGGAL : /p W 2027

DINAS PEMUDA DAN

OLAHRAGA
| SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL |
[ |
SUBBAGIAN UMUM
KELOMPO
[: DAN KEPEGAWAIAN FUNGggﬁﬁTAN
| - |
BIDANG PELAYAN AN BIDANG PEMBUDAYAAN B
ID
KEPEMUDAAN OLAHRAGA PR}QSI\’II‘?\;,IE ggﬁﬁﬁg}“’
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
K
FUNGSIONAL FUNGSIONAL EL(F?LBprggléﬁiﬁTAN

a\»Plt.B ATI KAUR,
UPTD
ﬁ_ HERLIAN MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

DINAS PARIWISATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

LAMPIRAN XXIII  PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 1 /00
TANGGAL /0 gulr 2023
|
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM KELOMPOK
DAN JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

[

BIDANG DESTINASI
DAN INDUSTRI
PARIWISATA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

|

BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA

1

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

|

BIDANG EKONOMI
KREATIF

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

.“. Plt. BYPATI KAUR,

£

f HERLIAN MUCHRIM



LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : 76D
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TANGGAL : » W 2023
DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
1
SEKRETARIAT
I |
KELOMPOK JABATAN [ l
FUNGSIONAL SUBBAG UMUM DAN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
[ B

BIDANG PENGOLAHAN
LAYANAN DAN
PELESTARIAN BAHAN

BIDANG PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN BIDANG KEARSIPAN
KEGEMARAN MEMBACA

PERPUSTAKAAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

,0 Plt. BURATI KAUR,

=t 6 'HERLIAN\MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN

DINAS KETAHANAN

LAMPIRAN XXV : PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR D100
TANGGAL : /0 pued p033
=
SEKRETARIAT
[ 1
SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL

PANGAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

| | 1

KETER]:E‘,)I;}QAGN DAN BIDANG DISTRIBUSI DAN BIDANG KONSUMSI DAN
KERAWANAN PANGAN CADANGAN PANGAN KEAMANAN PANGAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL

UPTD

aQ Plt. BUPATI KAUR

/g <6 HERLIAN\MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR L 10D
TANGGAL  : /o Zued 2023
DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
| ]
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ |
PERSS?EP’;‘E&ND AT SUBBAGIAN UMUM KELOMPOK JABATAN
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL
l | I
BIDANG KOPERASI BIDANG
BAN Ui BIDANG PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD

»Plt. BUPATI KAUR,

=

6 - HERLIAN MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN XXVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN BUPATI KAUR

TANGGAL
j
SEKRETARIAT
[
I j
SUBBAGIAN UMUM DAN SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

|

— BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

= KASI LALU LINTAS

KASI ANGKUTAN DAN PENGUJIAN
SARANA

— KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

=

BIDANG PRASARANA DAN
KESELAMATAN

KASI PRASARANA

KASI KESELAMATAN DAN
PENGEMBANGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

/0 Jues 3023




STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR  : /00
TANGGAL : /0 juts 2023

I

KOORDINATOR JF DAN
KELOMPOK JF PENANAMAN
MODAL

|

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KOORDINATOR JF DAN
KELOMPOK JF PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

lPlt. BUPATI KAUR

é- HERLIAN MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR : /00
TANGGAI: /0 Jull 2023

DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ ]
SUBBAGIAN KELOMPOK
SUBEQ%%&&%%% DAN PERENCANAAN DAN JABATAN
KEUANGAN FUNGSIONAL
l 1
BIDANG KAWASAN
BIDANG PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN
r PERTANAHAN
KELOMPOK JABATAN ‘
FUNGSIONAL KASI PERTANAHAN
| |  KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

Plt BUIV:I KAUR/

9 HERLIAN MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA DAN

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 700
TANGGAL : /D Juus 027

TRANSMIGRASI
l |
KRET
KELOMPOK JABATAN RERREIARIAT
FUNGSIONAL
| |
SUBBAGIAN UMUM DAN PERSngﬁGIAND AN KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN A AN““ FUNGSIONAL
| ]
BIDANG TENAGA KERJA BIDANG TRANSMIGRASI
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
UPTD
lplt. BURATI KAUR,

£

é .HERLIAM MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE A

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR /00
TANGGAL 10 92000 2023
KECAMATAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
l 1
SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
[ i i [ 1
SEKSI PEMBERDAYAAN SEKSI KETENTERAMAN DAN SEKSI PRASARANA DAN RAA
: S SEKSI KESEJAHTE
SEKSI PEMERIN MASYARAKAT KETERTIBAN UMUM SARANA PELAYANAN UMUM SOSIAL )

2 Plt. BURATI KAU

p

- 'ﬁ(.HERLIAN UCHRIM




STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TIPE B

LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR /00
TANGGAL : ,p M 2092

KECAMATAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[ ]
SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN PERENCANAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
[ ! | ]
ﬁﬁgﬁ‘g‘éﬁ‘gﬁ?ﬁ:ﬁ SEKSI KETENTERAMAN DAN SEKSI PRASARANA DAN SEKSI KESEJAHTERAAN
Ko KETERTIBAN UMUM SARANA PELAYANAN UMUM SOSIAL

lPlt. BUPATI KAUR,/
!

6_HERLIA MUCHRIM



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN LAMPIRAN XXXIIl  PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR  : s
TANGGAL : s ?‘%&’ 2093

LURAH
SEKRETARIAT
SEKSI PEMERINTAHAN DAN SEKSI KETENTERAMAN DAN SEKSI SARANA PELAYANAN UMUM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETERTIBAN UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL

.’ Plt. BUPATI KAUR/

- %HERLIA MUCHRIM



